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MOTTO 
 
 ٰيَىْقَّتناَو ِِّسثْنا ًََهع اىَُ َوَاَعتَو  ۖ  َلَو اىَُ َوَاَعت ًََهع  ِىْث ِْلْا  ٌِ اَوُْدعْناَو  
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa,dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” 
( Q.S, AL – MAIDAH ayat 2 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
seRta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a S | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص S}ad S} Es (dengan titik di 
bawah) 
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ض D}ad D} De (dengan titik di 
bawah) 
ط T}a T} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z}a Z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab sepeRti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
   
  
x 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى  ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
   و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….  أ  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i > i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u>  u dan garis di atas 
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             Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. ييز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/  seRta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l| raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اُّتز Rabbana 
2, لّصَ Nazzala 
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6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت ta'khuduna 
3. ؤُنا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan sepeRti yang berlaku 
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dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لىسز لإ محمد ايو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 ٍيًناعنا بز لله دًحنا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 ٍيقشاسناسيخ ىهن الله ٌإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
2 ٌاصيًناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
EKA NUR ARIFIN, NIM.152111138 ”SISTEM PENETAPAN TARIF 
PENUMPANG PADA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR 
PROVINSI DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus PO Efisiensi di Yogyakarta).” 
Sistem pembayaran angkutan satu tarif pada PO Efisiensi merupakan 
sistem pembayaran tarif dengan tidak memperhitungkan jarak tempuh yang akan 
ditujuh oleh setiap penumpang sebagai penentuan jumlah tarif yang akan 
dikeluarkan masing-masing penumpang. Pembelakuan inilah yang dapat 
menimbulkan kerugian pada penumpang yang jarak tempuhnya dekat. Sistem satu 
tarif pada PO Efisiensi dianggap kurang sesuai.  
Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana sistem penetapan 
tarif pada PO Efisiensi? dan 2) Bagaimana sistem penetapan pada tarif PO 
Efisiensi menurut Fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen?. 
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif bagaimana 
penulis dapat menentukan dan memperoleh subjek penelitian dan unit pengamatan 
sehingga diperoleh suatu penelitian yang kreditel. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Diperoleh dari artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adala metode observasi dan wawancara. Kemudian, teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian yang diperoleh ialah bahwa pemberlakukan sistem 
satu tarif jauh dekat sama yang diperbolehkan dalam Fikih Muamalah secara akad 
dan Perlindungan Konsumen berdasarkan prinsip keadilan, karena penetapan tarif 
pada PO Efisiensi berlandaskan peraturan pemerintah yang bertujuan atau 
mengedepankan nilai sosial kemasyarakatan. 
 
Kata Kunci : Angkutan satu tarif, Fikih Muamalah, Perlindungan Konsumen, PO 
Efisiensi 
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ABSTRACT 
 
EKA NUR ARIFIN, NIM. 152111138  “PASSENGER TARIFF 
DETERMINATION SYSTEM ON INTER-CITY INTER-PROVINCIAL 
PUBLIC TRANSPORTATION IN TERMS OF FIQH MUAMALAH AND 
CONSUMER PROTECTION (Case of PO Efisiensi Yogyakarta) 
 The one-stop transportation payment system for PO Efisiensi is a tariff 
payment system that does not take into account the distance traveled by each 
passenger as a determination of the amount of tariff that will be issued by each 
passenger. Enforcement is what can cause losses to passengers who have close 
distance. The application is considered an inappropriate rate.  
The formulation of the problem in the research is 1) What is the tariff 
setting system on PO Efisiensi? And 2) how is the determination of Po Efisiensi 
rates according to Fiqh Muamalah and Consumer Protection? 
The research method uses a type of qualitativ research how the writer can 
determine and obtain research subjects and observation units so that a credible 
study is obtained. The data sources used in this study are primary data sources, 
namely primary data sources, namely data sources that will be obtained from the 
reserch location, namely in the PO Efisiensi. Meanwhile, secondary datas data 
sources are obtained from articles or document relating to the issues discussed. 
Data collection methods used in this study were observation and interview 
methods. Then, the data analysis technique used is qualitave descrcriptive 
analysis. 
The results of the research obtained are that the application of the one 
tariff system allowed in muamalah jurisprudence in the contract and consumer 
protection, because the tariff determination on Po Efisiensi is based on goverment 
regulations that aim or prioritize social social values. 
 
 
Keywords: One tarif transportation, Muamalah Fikih, Consumer Protection, PO 
Efisiensi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas memberikan aturan-
aturannya untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik 
persaingan yang tidak sehat. Persaingan bukan berarti upaya mematikan pesaing, 
tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik diri usaha bisnis anda. 
Janganlah menganggap pesaing sebagai musuh, tetapi anggaplah sebagai 
saudara anda. Memang, anda perlu, bahkan harus mengantisipasi pesaing, yaitu 
dengan mengembangkan analisis bisnis dan analisis Pokok melalui penataan 
keadan produk dan jasa pesaing. Anda perlu mengantisipasi kekuatan dan 
kelemahan pesaing serta strategi yang dilakukan pesaing.
1
 
Allah SWT menciptakan semua makhluk dimuka bumi ini untuk saling 
bantu membantu satu sama lain. Tidak heran apabila kehidupan dalam 
masyarakat sangatlah dibutuhkan karena bagaimanapun juga orang (individu) 
atau sekelompok membutuhkan individu lain atau kelompok lain. Undang – 
undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menjelaskan “bumi dan air dan kekayaan 
yang terkandung didalam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
                                                            
1 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan,  
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 321 
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besarnya kemakmuran rakyat”2 menjelaskan tentang hakekat dari isi bumi yang 
ada adalah untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan Negara hanya 
menguasainya saja tidak berarti memiliki dari hak tersebut, Negara hanya 
mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan oleh rakyat dan membatasinya 
dengan berbagai produk peraturan yang secara adil melindungi hak yang 
dimiliki oleh setiap individu untuk kepentingan umum agar tercapainya suatu 
masyarakat yang adil dan makmur. 
Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya memerlukan 
orang lain untuk bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Ditengah 
masyarakat inilah manusia mengadakan hubungan diantaranya sesamanya, 
semua itu tidak lain hanyalah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hal ini 
dapat dilakukan dengan bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang 
dimiliki yaitu dengan bermuamalah. 
Salah satu bentuk interaksi/hubungan yang dapat dijumpai dimasyarakat 
ialah sewa-menyewa. Sewa menyewa adalah persetujun antara pihak yang 
menyewakan dengan pihak penyewa, pihak yang menyewakan menyerahkan 
barang-barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati 
sepenuhnya.
3
 Salah satu contoh sewa menyewa dalam kehidupan misalnya 
menyewakan jasa trasnportasi darat berupa jasa transportasi angkutan masal atau 
umum. 
                                                            
2 Ilyas Ismail, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah, (Bandung: Citapustka Media Perintis, 
2011), hlm. 38.  
3 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 220.   
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Salah satu penyedia jasa transportasi yang ada di Indonesia adalah Po 
Efisiensi dimana perusahaan transportasi tersebut melayani berbagai rute di 
Provinsi DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah PO Efisiensi ini salah satu 
perusahanan otobus terbesar diJawa Tengah. PO Efisiensi ini sedikit berbeda 
dalam penentukan tarif dari perusahanan otobis yang lain.  
PO Efisiensi ini menggunakan tarif jauh dekat sama yang melayani rute 
antar kota antar provinsi, berbeda dengan perusahaan transportasi antar kota 
antar provinsi yang melayani rute yang sama dengan PO Efisiensi ini. Dengan 
fasilitas standart seperti pada bus umumnya yang melayani antar kota antar 
provinsi dengan konfigurasi bus tempat duduk 2-2, AC dan Non Toilet.
4
 
Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menetapkan peraturan 
tentang penetapan tarif dasar atas dan tarif dasar bawah transportasi angkutan 
penumpang yang tertera pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 
Tahun 2016 dimana untuk wilayah I (Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 
dikenakan tarif sebesar Rp. 119 per pnp/km dan wilayah II (Kalimantan, 
Sulawesi dan Pulau lainnya) dikenakan tarif sebesar Rp. 132 per pnp/km.
5
 
Menurut Jumhur Ulama sewa-menyewa atau dalam Islam disebut dengan 
ijarah adalah lazim seperti jual beli, oleh karena itu tidak bisa dibatalkan tanpa 
ada sebab yang membatalkannya. Maka kedua belah pihak harus sepakat dengan 
                                                            
4 Bayu Wicaksono, Penumpang PO Efisiensi, Wawancara Pribadi, 19 november 2018, 
jam 12,30 – 14.00 wib.   
5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 53 Tahun 2006 Tentang Tarif Dasar Atas 
dan Bawah Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus 
Umum  
4 
 
 
akad tersebut. Dapat disimpulkan bahwa disamping muamalah jual-beli maka 
muamalah sewa-menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan 
sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang.
6
 Oleh karena itu, sewa-
menyewa dibolehkan dalam ketentuan syara’ yang jelas dan merupakan 
manifestasi daripada keluwesan dan keluasaan Hukum Islam, dan setiap orang 
mendapatakan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip 
yang telah diatur dalam syariat Islam. 
Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa yang 
terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini 
adalah pembayaran penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah 
dinikmati. Maka yang jadi obyek ijarah adalah manfaatnya itu sendiri, bukan 
bendanya. Benda belum tentu dari suatu obyek akad, meskipun akad ijarah 
terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad 
ijarah sendiri tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, tetapi juga 
berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan 
upah-mengupah dalam masyarakat.
7
 
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 
berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 
                                                            
6 Hamzah Ya’qud, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 
1992), hlm.320.  
7 M. Yazid Affandi,   Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga 
Keuangan syari’ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180. 
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Pengertian konsumen itu sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau 
jasa yang tersedia di masyarkat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain 
yang bersifat atau tidak untuk diperdagangkan. Yang dimana undang-undang 
konsumen bertujuan meningkatkan barang atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan jasa yang bersifat menjamin 
keselamatan konsumen.
8
 
Didalam perlindungan konsumen terdapat asas kepastian hukum yang 
memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha dan 
menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus 
membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin 
kepastian hukum. Sementara di dalam praktek Bus PO Efisiensi menetapkan 
tarif jauh dekat sama, dengan nilai Rp.70.000,- untuk rute dari Jogja ke 
Purbalingga, Purwokerto dan Cilacap Rp. 110.000,- untuk rute Yogyakarta – 
Semarang sedangkan tarif pada perusahaan bis yang lain jauh dekat berbeda 
sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan yang dimana telah 
menetapkannya tarif atas dan tarif bawah pada jasa transportasi
9
 
Pada layanan angkutan dengan sewa jasa seharusnya seimbang dengan 
manfaat yang didapatkan penumpang. Tarif yang harus dibayarkan oleh 
penumpang juga harus sesuai dengan jarak tempuh tiap penumpangnya. Tetapi 
kenyataannya ada angkutan umum atau jasa angkutan umum tidak menggunakan 
                                                            
8 Muchlisin Riadi, Pengertian, “Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen” dikutip dari 
http://www.kajianpustaka.com diakses 14 mei 2018.  
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.  
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pedoman keseimbangan/keadilan tersebut. Seperti pada salah satu perusahaan 
bus PO Efisiensi yang ada di Jogjakarta, angkutan umum ini menggunakan 
sistem pembayaran satu tarif yaitu layanan pembayaran dangan menyamakan 
harga tanpa melihat jauh dekat jarak tempuh penumpang tersebut.
10
 
Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang penetapan tarif Po Efisiensi. 
Penulis tertarik meneliti hal ini karena adanya penetapan tarif yang berlakunya 
cukup menarik yaitu dengan menyamakan tarif jauh dekat sama pada tarif Po 
Efisiensi dengan judul SISTEM PENETAPAN TARIF PENUMPANG AN 
PADA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI 
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN PERLINDUNGAN 
KONSUMEN (Studi kasus P O Efisiensi di Yogyakarta)  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem penetapan satu tarif pada PO Efisiensi? 
2. Bagaimana penetapan pada tarif PO Efisiensi menurut Fiqih Muamalah dan 
Perlindungan Konsumen? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui penetapan tarif dan sistem pembayaran pada Po Efisiensi. 
                                                            
10 Agus Supriyanto, Pengurus agen PO Efisiensi, Wawancara Pribadi 19 November 2018, 12-
30-14-00 WIB.  
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2. Mengetahui penetapan tarif PO.Efisiensi menurut perspektif Fiqih 
Muamalah dan Perlindungan Konsumen. 
D. Manfaat Penelitian 
1) Manfaat Teoritis 
Memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang penentuan dalam 
penetapan tarif pada PO Efisiensi dalam pandangan Fiqih Muamalah dan 
Perlindungan Konsumen. 
2) Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengelola jasa 
transportasi dan menambah pengetahuan pengguna jasa transportasi agar 
lebih memahami dan sesuai dengan syariat islam. 
E. Kerangka Teori 
Ijarah adalah suatu peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang tukar menukar benda dan sesuatu 
yang mempunyai kegunaan dengan cara tertentu, yaitu agar manusia tidak 
melakukan tindak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 
dilaksanakan dalam suasana damai. Salah satu contoh tolong-menolong dalam 
kehidupan bermasyarakat ialah sewa-menyewa suatu barang dimana seseorang 
menyewakan barang/jasanya kepada seseorang yang membutuhkan 
barang/jasanya tersebut. Sewa-menyewa sendiri dalam fiqh yaitu Ijārah11 
                                                            
11 Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju 1992), hlm 144. 
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Ijarah adalah suatu makna yang berisikan tentang penukaran sebuah 
manfaat dengan sesuatu jalan yang memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. 
Agama menghendaki agar dalam pelaksanakan ijarah itu senantiasa diperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan 
salah satu pihak manapun.
12
 
Para pihak yang menyelengarakan akad haruslah berbuat atas kemauan 
sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan 
akad ijarah oleh salah satu pihak yang berakad atau dari pihak lain
13
 ketentuan 
umum bisa dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 
ِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْمُكْنِم ٍضَار َت ْنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْل  ۚ  َلََو
 ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت  ۚ اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu: sesungguhnya allah adalah Maha Penyayang Kepadamu” 
14 
Suatu manfaat, terkadang bisa berbentuk manfaat atau barang, seperti 
rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Kadang kala dalam bentuk 
karya seperti karya seorang arsitek, penjahit, dan tukang tenun. Pihak pemilik 
menyewakaan manfaat sesuatu disebut muajjir. Adapun pihak penyewa disebut 
                                                            
12 Helmi Karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 29.  
13 Ibid., hlm. 35. 
14 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelengaraan Penterjemah, 1998), hlm. 83. 
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ma’ajur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut 
ujrah atau upah.
15
 
Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya peranan hukum dalam 
konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. 
Terkait dengan hal ini pula bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal 
yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk produk 
mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta 
tidak ada pelaku usaha dan produsen lain dan konsumen akan pindah produk 
lain tersebut.
16
 
Perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen 
yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat hukum konsumen yang 
memuat asas-asas atau kaidah-kaidah hukum mengatur hubungan dan masalah 
antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa 
konsumen dalam pergaulan hidup.
17
 
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai 
tukar brang dan /atau jasa yang diperperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku 
usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang 
diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang 
berlaku pada umumnya atas barang dan/jasa yang kualitasnya lebih rendah 
                                                            
15 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyrakat”. Jurnal Asas, 
(Lampung) Vol.5 Nomor 1, 2013. Hlm. 3.  
16 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Palembang: 
Prenadamedia Group, 2015), hlm, 5   
17 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9-10  
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daripada barang yang serupa, maka para piak menyepakati harga yang lebih 
murah. Dengan yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.
18
 
Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan 
keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia ini dan 
diakhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.
19
 Sistem ekonomi 
haruslah sanggup menciptakan keadilan dalam kehidupan bemasyarakat. Segala 
keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja 
harus dilandasi dengan akad saling setuju.  
F. Tinjauan Pustaka 
Jurnal ditulis Margareth dkk yang berjudul “ Analisa Kelayakan Tarif 
Angkutan Umum Dalam Kota Kupang”  tahun 2011 20jurnal ini membahas 
tentang kelayakan tarif angkutan umum dimana dilihat dari kelayakan pada 
kendaraan yang digunakan untuk beroperasi dan berdasarkan biaya operasional 
yang digunakan pada kendaraan angkutan umum tersebut. Kelayakan tersebut 
dilihat dari aspek keselamatan dan fasilitas yang diberikan harus membuat 
pelanggan nyaman untuk menggunakan fasilitas angkutan umum sekarang ini. 
Dibandingkan dengan era teransportasi terdahulu angkutan umum yang dimana 
hanya seadanya dan tidak dengan AC sebagimana ada pada angkutan-angkutan 
pada era sekarang ini. Kesamaan yang ada pada penulis ini ialah pada objek 
                                                            
18 Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2004), hlm, 50. 
19 Sofyan S Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, hlm, 79.  
20 Margareth,” Analisa Kelayakan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Kupang tahun 
2011,” Jurnal Teknik Sipil, (Kupang) Vol. 4 Nomor 2, 2015, hlm. 167. 
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yang diteliti yangni membahas soal tarif pada angkutan umum. Yang 
membedakan penelitian saya dengan penulis ini adalah penulis membahas soal 
kelayakan tarif dengan kelayakaan kendaraan yang digunakan, sedangkan saya 
menganalisis dengan fiqih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen. 
Skripsi Hanan Darojat (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum  ( 
Studi Kasus Pada Angkutan Umum Perkotaan Di Purwokerto)”21 penelitian ini 
membahas tentang prespektif hukum Islam mengenai angkutan dengan 
pembayaran satu tarif yang berada dipurwokerto. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa tidak bertentangan penggunaan layananan pembayaran 
dalam satu tarif dengan Hukum Islam karena adanya urf. Kesamaan ini dengan 
penelitian penulis ialah obyek yang diteliti sama yaitu sistem pembayaran 
dengan satu tarif pada angkutan umum darat. sedangkan perbedaan pada 
penelitian saya dengan penulis ini ialah penulis menggunakan tinjaun Hukum 
Islam yang lingkupnya sangat luas, sedangakan penelitian saya menggunakan 
tinjauan Fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen dimana fiqih muamalah 
hanya membahas ijarah sewa-menyewa. 
Skripsi Aliyudin (2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Tarif Angkutan Umum Ekonomi (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek 
                                                            
21  Hanan Darojat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif 
Pada Jasa Layanan Angkutan Umum  (Studi Kasus Pada Angkutan Umum Perkotaan Di 
Purwokerto)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2009. 
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Bandar Lampung –Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung)” .22 Penelitian ini 
membahas tentang pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 
2016 terkait dengan penetapan tarif angkutan umum kelas ekonomi dengan 
mengunakan analisis Hukum Islam. Hasil penelitian ini tidak lah sepenuhnya 
terlaksana dan dalam pandangan Hukum Islam tidak lah sesuai dengan prinsip 
bermuamalah karena masih ada unsur paksaan dimana peraturan tersebut tidak 
diimbangi dengan keuntungan bagi perusahaan angkutan umum darat. 
Kesamaan dari penulis ini ialah sama-sama membahas tarif pada angkutan 
umum, sedangkan perbedaannya pada subjeknya penulis ini yaitu peraturan 
gubernur dan Hukum Islam sedangkan saya menggunakan Fiqih Muamalah dan 
UU Perlindungan Konsumen untuk  menjadikan landasan hukum.   
G. Metode Penelitian 
Penentuan metode penelitian yang akan digunakan sangat diperlukan 
agar pertanyaan penelitian (tujuan penelitian) dapat terjawab dengan tepat dan 
benar. Metode penelitian ini juga sering disebut dengan “strategi pemecahan 
masalah”, karena dengan menentukan metode penelitian yang akan digunakan 
berarti mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian dapat 
dipecahkan atau ditemukan jawabannya. 
 
                                                            
22  Aliyudin “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur 
Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Ekonomi (Studi Pada 
Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung –Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung)”, skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Raden Intan Lampung. Lampung. 2017. 
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1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 
sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat 
ataupun lembaga dan dipadukan dengan kepustakaan.
23
 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam 
kehidupan yang nyata dan sebenarnya.
24
 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama
25
, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
26
 
Sumber data ini diperoleh langsung dari pengurus atau agen PO 
Efisiensi dan konsumen atau penumpang. 
                                                            
23 Surnadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2005), hlm. 80. 
24 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 
Rosidakarya, 2014), hlm. 20. 
25 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30. 
26  Zainuddin Ali, Metode Penelitian..., hlm. 106. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
di ajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya.
27
 
Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 
sebagainya
28
. Selain itu sumber data sekunder juga dapat berkaitan 
dengan pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian. 
3. Metode pengumpulan data. 
  Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah 
penelitian yang ingin dipecahkan.
29
 Metode pengumpulan dalam penelitian ini 
akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. 
a. Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling 
utama dalam penelitian kualitatif.
30
 Observasi adalah melakukan 
pengamatan sacara langsung kedalam objek penelitian untuk melihat 
dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis 
                                                            
27 Moleong. Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 
14. 
28  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30. 
29 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi  Penelitian Kualitatif, (Bandung: 
ALFABETA, 2007), hlm,3. 
30 Ibid, hlm. 104  
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menggunakan alat bantu buku catatan dan kamera. Metode ini akan 
digunakan untuk mengumpulkan data-data dari informen di PO 
Efisiensi. Teknik observasi yang digunakan ini sesuai menurut Djam’an 
Satori & Aan Komariah menjelaskan manfaat observasi, sebagai 
berikut: 
a. Teknik pengamatan didasarkan pada pengalaman langsung.  
b. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati 
sendiri, mengetahui perilaku dan peristiwa karena mengetahui 
kejadian yang sebenarnya. 
c. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa 
dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional 
maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 
d. Kadang peneliti ragu terhadap data yang sudah dikumpulkan 
khawatir ada yang melenceng atau bias. 
e. Teknik pengamatan maupun mengurai situasi-situasi yang rumit. 
f. Teknik pengamatan merupakan keharusan saat peneliti 
berhadapan dengan objek yang tidak memungkinkan diterapkan 
teknik yang lain seperti pada orang bisu, bayi dan sebagainya. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan yang sering 
digunakan dalam penelitian kualitatif.
31
 Wawancara sendiri adalah 
                                                            
31 Ibid, hlm. 129  
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proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si 
penjawab atas responden. Sedangakan obyek yang diwawancarai adalah 
para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu pihak pengelola 
dan pengguna PO Efiseinsi. 
Teknik wawancara yang digunakan menurut Sugiyono 
menjelaskan wawancara sebagai berikut: 
a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 
pembicaraan 
c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 
d. Melangsungkan alur wawancara 
e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 
f. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 
g. Mengindentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 
diperoleh. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain sebagainya.
32
 
Dengan adanya dokumentasi dalam sebuah penelitian maka dapat 
meningkatkan keabsahan sebuah penelitian sehingga penelitian akan 
                                                            
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 
Asdi,Mahasatya, 2006), 129.  
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lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke 
lapangan secara langsung. Teknik dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh informasi tarif harga yang ditentukan oleh PO Efisinsi dan 
fasilitas serta rute atau trayek mana saja yang diberikan dan di lalui oleh 
PO Efisiensi.  
4. Teknik analisis data 
Didalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis data 
deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penulis 
melihat kejadian secara langsung dilapangan kemudian digenerasikan dalam 
bentuk kesimpulan yang bersifat umum.
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
33 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.(Bandung: PT. Tarsito, 1992), 
hlm. 15.  
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H. Sistematika  
Untuk mempermudah dalam pembahasan proposal ini dapat dipahami 
secara global dan secara sistematis, maka penulis membagi ke dalam bab-bab san 
sub bab, secara garis besar pembahasan ini terdiri dari lima bab saling berkaitan, 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Bab I, ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, motodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II, Tinjauan umum tentang Akad Ijarah dengan penentuan tarif 
angkutan umum antar kota antar provinsi. Bab ini merupakan landasan teori yang 
digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas tentang 
tinjauan umum fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen. 
Bab III, Penentuan tarif pada pembayaran angkutan umum. Dalam bab ini 
dijelaskan tentang sejarah, proses cara pemesanan ticket dan latar belakang dalam 
penentuan tarif pada PO Efisiensi. . 
Bab IV, Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Dan Perlindungan Konsumen 
terhadap penentuan tarif angkutan kota antar provinsi. Dalam bab ini berisi tentang 
analisis terhadap pelaksanaan penentuan tarif pada angkutan umum PO Efisiensi. 
Bab V Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab 
yang meliputi: Kesimpulan, saran-saran dan penutup. 
18 
 
BAB II 
SISTEM PENETAPAN TARIF  PENUMPANG PADA ANGKUTAN 
UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DITINJAUAN DARI FIQIH 
MUAMALAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
A. Konsep Fiqih Muamalah tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) 
Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kehidupan selalu 
berinteraksi dengan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi kaitannya 
dengan hajat hidup adalah sewa-menyewa (ijarah). Sebelum dibahas perlu 
kiranya diketahui pengertian dan istilah sewa-menyewa itu sendiri. 
Fikih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah 
untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam 
pergaulan sosial. Sedangkan, fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-
aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam 
kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.
1
 
1. Pengertian Ijarah 
Dari segi etimologi sewa menyewa ijarah berasal dari kata Al-ajru yang 
berarti Al-iwadhu ganti atau ujrah.
2
 Atau imbalan, karena lafadz ijarah 
                                                            
1 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, hlm, 2-3  
2 Hendi Suhedi, fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002), hal : 114  
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masih mempunyai arti yang luas meliputi upah karena melakukan aktivitas. 
Kitab-kitab fikih yang sering kita ketahui selalu menerjemahkan kata ijarah  
sebagai sewa-menyewa, dan hal ini perlu dicermati bukan semata dalam 
pengertian tersebut, tapi perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. 
Ijarah menurut Hanafiyyah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat 
yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan, 
ulama‟ Malikiyyah mengatakan bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad 
untuk kemanfaatan yang manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan.
3
 
Tidak jauh berbeda dengan ulama‟ Syafi‟iyyah pun memberikan 
argumennya, yakni yang dimaksud ijarah adalah transaksi terhadap manfaat 
yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat 
dipertemukan dengan imbalan tertentu.
4
 Sedang Hanabilah berpendapat ia, 
ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah 
selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
5
 
Dalam hal ini Imam Al-Ghazali memberikan arti ijarah suatu akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6
 Dari sini selanjutnya ijarah 
dalam arti luas bisa dibedakan menjadi dua, pertama ijarah dimana obyek 
                                                            
3 Abdurrahman Jaziri, Terjemahan Fiqh’Ala Madzhab Al-Arba’ah, Juz III, (Beirut : 
Darul Kitab Al‟Alamiyah, 1990),: 86 - 90 
4 Ghufron, A, Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), hal : 182 
5 Ibid, hal :182  
6 Imam Al-Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, (Surabaya : Putra Pelajar, 
2002), hal 253. 
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yang dimanfaatkan adalah harta benda (barang), dan kedua ijarah yang 
memanfaatkan tenaga (jasa) seseorang. Jelas kalau kata ijarah yang telah 
dibicarakan bahwa dapat dipahmi upah-mengupah (jasa) dan sewa-
menyewa (barang) sesuai dengan menjual manfaat dan menjual tenaga.
7
 
Sebagaian lain ulama‟ mengatakan, bahwa dalam ijarah jangan sampai 
ada sesuatu yang berupa zat, hendaklah semata untuk pengambilan manfaat 
dari ijarah tersebut, hal ini juga telah dikemukaan oleh sebagian ulama, 
dalam pengambilan manfaat barang sewa, barang tersebut tidak boleh rusak 
dan berkurang sedikitpun, karena dalam sewa-menyewa yang dijual adalah 
bukan „ain dari benda tersebut.8 
Ada dua hal yang sangat penting di dalam melakukan akad ijarah, 
dimana hak itu ada yakni manfaat dan upah/imbalan. Mustahil apabila 
manusia bisa hidup sendiri berkecukupan tanpa berijarah dan bermuamalah 
dengan manusia lainnya. Rasanya perlu ditekankan bahwa akad ijarah 
menumbuhkan rasa saling meringankan beban, dimana pihak pertama 
mengikatkan diri pada pihak kedua dalam memenuhi kebutuhan dan 
hajatnya sehingga hal itu bisa disebut sebuah bentuk tolong-menolong. Dan 
ijarah hanya ditujukan untuk pemanfaatan barang dan jasa
9
 
 
                                                            
7 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, hal : 115  
8 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Ria Grafindo Persada, 2002), hal : 29  
9 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : kencana Prenada 
Media Group, 2005), hal : 112  
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2. Rukun Ijarah Sewa – Menyewa 
Adapun rukun sewa-menyewa yaitu: 
a. Aqid (Orang yang berakad) 
Orang yang melakukan akad sewa-menyewa yaitu Mu’jir 
dan Musta’jir. Untuk kedua belah pihak yang melakukan 
akad diisyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duannya 
berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang 
berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat 
membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Mahzab Imam 
Asy Syafi‟i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu 
baligh (sampai umur dewasa). Menurut mereka, akad anak 
kecil sekalipun sudah dapat membedakan diinyatakan, tidak 
sah.
10
 
b. S}igat (Ijab dan Qabul) 
Harus ada kesepakatan dalam ijab dan qobul. S}igat 
merupakan sebuah pernyataan atau ucapan penyerahan dan 
penerimaan kedua belah pihak yang melakukan tranksaksi 
Ijarah .
11
 
 
                                                            
10 Sayyid Sabiq, Fiah Sunnah Jilid 13,( Bandung: PT.Alma‟Arif,187), hlm. 11.  
11 Ibid, hlm 12 
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c. Ujrah (Upah) 
Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa 
yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir 
dengan syarat:
12
 
1. Hendaknya sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya, 
karena ijarah adalah ada timbal balik, karena itu 
ijarah sah dengan upah yang belum diketahui. 
2. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan 
penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap 
manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus 
lengkap. 
d. Manfaat 
Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi 
obyek sewa-menyewa. Diantara cara untuk mengatasi ma’qud 
alaih (objek perjanjian atau sewa) adalah menjelaskan 
manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis 
pekerjaannya, jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. 
Karena itu semua harta benda boleh diakadkan ijarah atasnya 
kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Manfaat 
dari objek sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. 
                                                            
12 Ibid. hlm 12-13.  
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1. Objek ijarah dapat diserahkan terimakan dan 
dimanfaatkan secara langsung dan tidak 
mengandung cacat yang menghalangi 
fungsinya. Tidak dibenarkan tranksaksi ijarah 
atas harta benda yang masih dalam pengusaan 
pihak ketiga. 
2. Objek yang disewakan manfaat langsung dari 
sebuah benda. 
3. Objek yang disewakan manfaat langsung dari 
sebuah benda. 
4. Harta benda yang menjadi objek ijarah 
haruslah harta benda yang bersifat isti’mali, 
yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan 
berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan 
dzat dan pengurusan sifatnya. 
Untuk sahnya sewa-menyewa (ijarah) harus dipenuhi 
beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), 
ma’qud’alaih (objek), sewa atau ujrah (upah) dan akadnya 
sendiri. 
3. Syarat – syarat Ijarah 
a. Syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah baligh dan 
berakad. 
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b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu 
kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. 
c. Obyek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. 
d. Obyek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara 
langsung. 
e. Obyek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 
4. Jenis Akad Ijarah 
Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama fikih 
kepada dua macam.
13
 
a. Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa 
menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. 
Apabila manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk 
dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan 
boleh dijadikan objek sewa-menyewa. 
Dalam kontrak ijarah yang sifatnya bermanfaat, apa bila 
terdapat cacat pada objek ijarah yang bisa mempengaruhi 
ujrah, maka pihak penyewa memlilik hakkhiyar antara 
membatalkan akad ijarah menjadi batal. Sebab objek akad 
ijarah yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga 
pihak pemberi sewa tidak memiliki tanggungan untuk 
menggantinya dengan objek lain. 
                                                            
13 Nasrun Haroen, Fikih...., hlm. 236 
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Syarat – syarat ijarah yang bersifat manfaat. 
1. Objek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti 
menyewa dari barang yang disewakan. 
2. Objek yang disewakan harus ada dalam majlis akad 
dan disaksikan oleh kedua belah pihak yang berakad 
pada saat akad ijarah dilangsungkan. 
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara 
memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu 
pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya 
boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. 
Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji 
seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, 
yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya 
untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh 
pabrik dan tukang jahit. 
Dalam kontrak ijarah yang bersifat pekerjaan, apabila 
terdapat cacat pada objek, tidak menetapkan khiyar bagi 
penyewa. Demikian juga jika objek akad mengalami 
kerusakan di tengah masa kontrak, maka akad ijarah tidak 
batal. Artinya, pihak yang menyewa tetap memiliki 
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tanggungan untuk memberikan layanan jasa sesuai perjanjian 
hingga kontrak selesai. 
Syarat – syarat ijarah yang bersifat pekerjaan: 
1. Menyebutkan dan menjelaskan kriteria dalam jasa 
yang akan disewakan secara spesifik. 
2. Ujrah harus diserah terimakan secara cash di majlis 
akad. 
Terkait dengan sewa-menyewa tanah dan benda 
lainnya, asalkan benda tersebut diperbolehkan menurut 
syata, maka para ulama fiqih sepakat membolehkan. 
4.  Dasar Hukum Ijarah 
Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai 
berikut. 
 َّنِهْيَلَع اوُقِّ يَضُِتل َّنُهوُّراَضُت َلََو ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُتْنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ  ۚ 
 ْنِإَو  َّنُك  ِتَلَوُأ   لْمَح اوُقِفَْنَأف  َّنِهْيَلَع   ىَّتَح  َنْعَضَي  َّنُهَلْمَح  ۚ  ْنَِإف  َنْعَضْرَأ  ْمُكَل 
 َّنُهوُتآَف  َّنُهَروُجُأ   ۚ اوُرِمَتْأَو  ْي َب ْمُكَن   فوُرْعَمِب   ۚ  ْنِإَو  ْمُتْرَساَع َت  ُعِضْر ُتَسَف  ُهَل ىَرْخُأ  ٰ  
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Artinya : 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang 
sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 
jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq : 6)14 
 مهْرِجْأَتْسا ِتََبأ َاي َا مهُاَدْحِإ ْتَلَاق  ۖ  نِإ  َرْ يَخ  ِنَم  َتْرَجْأَتْسا   يِوَقْلا  ميِمَْلْا  
Artinya ; 
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashas : 26).
15
 
Hadist yang juga menjadi dasar hukum diantaranya ialah sebagai berikut: 
“berikanlah upah atau jasa krpada orang yang kamu pekerjakan sebelum 
kering keringat mereka”. (Hadits riwayat Ibnu Majah). 
“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada 
tukang-tukang itu”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim) 
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah 
upahnya.” (HR. Abdul Razaqdari Abu Hurairah) 
                                                            
14Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya..., hl,. 559.  
15Ibid, hlm. 388.  
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B. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen. 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Menurut UU No 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 Perlindungan Konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 
kepastian hukum kepada konsumen.
16
 
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.  Dalam 
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dalam pasal 8 ayat 1 mengatur terkait 
ketentuan atau kewajiban pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha, diatur dalam pasal 1365 
KUHPerdata yang menyatakan; “Tiap perbuatan melawan hukum yang 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.17 
Dalam perlindungan konsumen berhak untuk mendapatkan rasa aman, 
informasi yang jelas tentang barang yang dibeli demi kemaslahatannya. Hal ini 
diatur dalam pasal 4 huruf (a,b dan c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen selanjutnya disebut UUPK, Selain itu dalam 
pasal 8 huruf a juga diatur kewajiban pelaku usha untuk tidak memenuhi atau 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya 
                                                            
16 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm.1. 
17 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm,55.  
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dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha. Dalam 
kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha, 
diatur dalam pasal 1364 KUH Perdata yang menyatakan: “perbuatan melanggar 
hukum yang membawa kerugian kepada sesorang lain mewajibkan orang yang 
karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan 
berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) 
18
 yang berbunyi “seseorang tidak hanya 
bertanggung jawab karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk keruguab 
yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan oleh barang yang dibawah pengawasannya”. 
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 memeliki ketentuan yang 
menyatakan bahwa undang –undang yang ada dan berkaitan dengan 
perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak ada pertentangan atau 
telah diatur khusus oleh undang- undang. 
Peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/ atau 
perlindungan konsumen dalam kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan 
umum dapat mengatur dan/atau melindungu hubungan masalah konsumen 
dengan penyedia barang atau jasa penggunaan peraturan undang-undangan 
umum, berlaku asas-asas hukum yang terkandung untuk memenuhi pembatasan 
berlakunya asas-asas hukum tertentu itu Pembatasan yang dimaksudkan dengan 
                                                            
18Ibid, hlm 55  
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tujuan menyeimbangkan kedudukan” diantara para pihak pelaku usaha dan atau 
konsumen yang bersangkutan. 
19
 
2. Asas - Asas Perlindungan Konsumen 
Menurut pasal 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan 
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kesimbangan, keamanan dan keselamatan 
seperti kepastian hukum. 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 
(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu; 
a. Asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelengarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada para 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
materiil dan sepiritual. 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
                                                            
19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm, 47. 
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dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin 
kepastian hukum.
20
 
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha 
adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelengarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21
 
a.  Hak Pelaku Usaha UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuia dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang 
diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapatakan perlindungan hukum dari konsumen yang 
beritikad tidak baik. 
                                                            
20Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 25-26.  
21Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016),hlm,27. 
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c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutunya didalam 
penyeselasian sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rahabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
apabila  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.
22
 
b. Kewajiban Pelaku Usaha UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen 
a. beritikad baik dalam melakukan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak deskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa 
yang berlaku.
23
 
c. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa consumer (inggris). Atau 
consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu 
                                                            
22Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 50. 
23 Ibid.. hlm. 51. 
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tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu 
adalah (lawan dari produsen) adalah seiap orang yang mengunakan barang 
tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti termasuk konsumen kelompok 
mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia, 
memberi arti kata consumer sebagai “pemakai atau konsumen. Ketentuan yang 
memuat batasan tentang konsumen terdapat dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pada pasal 1 butir 2. 
24
 
Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap 
pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangankan.
25
 
a. Hak konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 
                                                            
24 Muh. Nasirudin, “Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial” Jurnal Al-Ahkam, 
(Surakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2010, hlm, 201. 
25Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm,27.  
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan. 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
26
 
b. Kewajiban konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
                                                            
26 Muh. Nasirudin, “Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial” Jurnal Al-Ahkam, 
(Surakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2010, hlm, 201. 
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3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.
27
 
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa consumer (Inggris), atau 
consument/konsument (Belanda), pengertian dari consumer atau consument itu 
tergantung dalam posisi mana ia berada, secara harfiah arti kata consumer itu 
adalah (lawan dari produsen) adalah setiap orang yang menggunakan barang. 
Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti termasuk konsumen kelompok 
mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia, memberi 
arti kata consumer sebagai ”pemakai atau konsumen. Ketentuan yang memuat 
batasan tentang konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen pada pasal 1 butir 2.
28
 
Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
                                                            
27 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 47. 
28 Muh. Nashirudin, “Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial,”Jurnal Al-Ahkam, 
(Surakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2010, hlm, 201.  
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diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.
29
 Unsur – unsur definisi konsumen: 
 1. Setiap orang 
 2. Pemakai 
 3. Barang dan/atau Jasa 
 4. Yang tersedia dalam masyarakat 
 5. Bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain 
 6. Barang atau Jasa itu tidak diperdagangkan 
Unsur untuk membuat barang atau jasa lain dapat diperdagangkan 
kembali merupakan pembeda pokok, antara lain konsumen antara (produk 
kapital) dan konsumen akhir (produk konsumen), yang penggunannya bagi bagi 
konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya unsur 
inilah yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan masing-masing 
konsumen yang pengunakan suatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu 
yang menjadikan tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.  
30
 
                                                            
29 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm 27.  
30 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 
Media, 2001), hlm 15.  
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a. Hak konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
baranag dan/atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan. 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan. 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya. 
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
31
 
                                                            
31  Muh. Nashirudin, “Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial,”Jurnal Al-Ahkam, 
(Surakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2010, hlm, 201. 
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b. Kewajiban konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut
32
. 
5. Upaya Penyelesaian Sengketa 
Seperti halnya dalam pasal 47 UUPK NO.08 Tahun 1999 apabila 
ditemukan sengketa maka hendaknya antara kedua belah pihak untuk 
menyelesaikannya melalui proses negosiasi. Akan tetapi apabila tidak dapat 
ditempuh melalui negosiasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-
MUI/IV/2000 telah mengatur apabila ada perselisihan yang terjadi dalam jual 
beli maka persoalannya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah 
setelah tidak tercapai jalur musyawarah. 
33
 
                                                            
32 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 47.  
33 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-MUI/IV/2000  
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BAB III 
PENENTUAN TARIF ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI PADA 
PO EFISIENSI 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil PO Efisiensi 
PO Efisiensi adalah perusahaan jasa transportasi darat yang berdiri pada 
awal mula tahun 1996, berkedudukan atau berkantor pusat di Kebumen Jawa 
Tengah. PO Efisiensi bermula dari sebuah perusahaan transportasi Bus 
Pariwisata atau hanya melayani perjalanan wisata. Seiring dengan 
pengalaman, perkembangan dunia usaha dan ekonomi, pada tahun 2003 PO 
Efiseinsi mulai merambah kejasa layanan Bus Patas Executive berjadwal 
dengan trayek Yogyakarta - Cilacap PP. Dan pada tahun 2008 PO Efiseinsi 
membuka trayek baru di jalur Yogyakarta – Purwokerto PP. Seiring 
berjalannya waktu pelayanan Po Efisiensi banyak diminati konsumen pada 
tahun 2012, untuk mengakomodir pelanggan dari wilayah Purbalingga, 
dibuka jasa layanan Bus Patas Executive berjadwal dengan trayek 
Yogyakarta – Purbalingga PP.1 
Pelayanan Bus Patas Executive, PO Efisiensi juga melayani transportasi 
AJAP (Antar Jemput Antar Penumpang) dengan trayek Cilacap – 
Yogyakarta PP, Gombong – Yogyakarta PP, dan Temanggung – Yogyakarta 
                                                            
1  http://www.busefiensi.com.id/ diakses 22 Oktober 2019 
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PP. PO Efisiensi sendiri adalah jasa transportasi darat angkutan orang 
dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, yang melayani berbagai 
rute dari kota Yogyakarta , dengan kata lain sebagai perusaan angkutan 
umum yang dalam Pasal 1 Angka 13 PP Nomor 74 Tahun 2014 diartikan 
sebagai badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau 
barang dengan kendaraan bermotor umum. 
2
 
2. Sejarah PO Efiseinsi 
PO Efisiensi sendiri digawangi oleh Bapak Teuku Eri Rubiansah yang 
merupakan alumni dari Ekonomi Manjemen UII ini berawal dari kisah Pak 
Eri yang meneruskan usaha keluarga yang sudah turun temurun, yaitu jasa 
kursus setir mobil dan montir. “efficientie” inilah nama yang diberikan oleh 
sang kakek untuk usahanya tersebut.
3
 Ditangan Pak Eri lantas usaha yang 
ada ini dikembangkan kembali hingga akhirnya berganti nama menjadi 
Efisiensi yang mana kosakatanya adalah serapan dari Belanda menjadi 
Bahasa Indonesia, artinya tetap sama. 
Pertama kali terjun ke dalam dunia transportasi darat bus dimulai pada 
tahun 1996 dengan awalnya menggunakan bus 3/4 melayani segmen 
pariwisata. Tentu saja dengan pertimbangan kala itu peluang akan pariwisata 
sedang ramai – ramainya dan setelah beberapa waktu menjalani pola bisnis 
tersebut, barulah Efisiensi merubah kebijakan dengan menjual semua armada 
                                                            
2 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 
3  http://www.busefiensi.com.id/ diakses 22 Oktober 2019 
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bus ¾ nya karena minat pasar di masyarakat yang dirasa kurang dengan bus 
medium tersebut. 
Dan Efisiensi memutuskan berfokus pada bus-bus besar saja. 1998 PO 
Efisiensi pernah mengambil langkah berani berkerjasama dengan HS 
membuka Trayek jarak jauh yakni Yogyakarta – Liwa, sebuah kota di 
Lampung Barat yang merupakan penghubung dari 3 provinsi besar yaitu 
Sumatra Selatan, Bengkulu, dan tentu saja Lampung. Juga dengan Po 
Bengkulu Indah membuka Trayek Yogyakarta – Bengkulu, Efisiensi juga 
menyediakan antar jemput karyawan setelah memenangkan tender dari 
Caltex (Chevron) pada saat itu.
4
 
Namun pasca krismoneter dan mulai munculnya penerbangan LCC 
membuat Efisiensi menutup trayek jarak jauh ini. Karena tidak dapat 
mendatangkan profit sama sekali. Dan akhirnya pada 2002 lah Efisiensi 
mulai membuka trayek Yogyakarta  - Cilacap PP, yang disusul dengan 
trayek Yogyakarta - Purwokerto pada 2008. Memang terbilang dekat 
walaupun sudah masuk kategori AKAP, namun trayek inilah yang kemudian 
menjadi tulang punggung Efisiensi dalam menjalankan bisnisnya.  
5
 
Efisiensi sendiri pada awalnya membidik segmen menengah ke atas 
untuk usahanya ini, terbukti dengan armada patasnya yang selalu tampil 
segar dan pelayananan prima. Walau demikian tarif yang digunakan justru 
yang dibilang cukup merakyat tidak terlalu mahal, Efisiensi selalu 
                                                            
4 http://www.imotorium.com.id/ diakses 22 Oktober 2019 
5 Ibid. 
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menyiapkan segala sesuatu baik dari segi pelayanan, kenyamanan dan 
keselamatan yang jadi prioritas Po Efisiensi demi kenyamanan pengguna 
jasa transportasi Po Efiseinsi. 
6
 
Po Efisiensi juga terkenal royal karena dengan harga tiket yang merakyat 
kita masih akan mendapatkan air minum dan fasilitas free wifi onboard 
selama perjalananan. Dan Po Efisiensi ini membuat Rest Area yang nyaman 
bagi penumpang dan memberikan pelayanan gratis melayani antar dengan 
dengan area tertentu di Yogyakarta, Purwokerto dan Cilacap. 
Shuttle Bus antar moda pun disediakan Efisiensi untuk mempermudah 
akses dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju rest area Ambar 
Ketawang di Gamping, sisi barat kota Yogyakarta. Tentu saja dimaksudkan 
untuk mempermudah penumpang yang datang atau hendak berangkat 
melalui Bandara Adi Sucipto. 
Untuk armada bus PO Efisiensi ini yang digunakan saat ini dalam 
kondisi baru. Karena PO Efiseinsi ini dikenal sering menjual unit-unit 
busnya dalam kondisi masih bagus kepada beberapa jasa angkutan umum 
darat, dimana salah satu pengguna terbanyak armada eks PO Efisiensi adalah 
perusahaan terbesar di Ciamis yaitu PO Gapuraning Rahayu. 
Efisiensi sendiri selalu meremajakan aramadanya dengan batas waktu 
maksimal penggunaan adalah 5 tahun, setalah itu bus dijual ke perusahaan 
lain dan mendatangkan bus baru langsung dari karoseri langganan Efisiensi 
                                                            
6 Agus Supriyanto, Pengurus Agen PO Efisiensi, Wawancara Pribadi, 19 November 
2018, Jam 12.30 -14.00 WIB. 
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saat ini Adiputro Malang. Tentu saja hal ini dapat diartikan bahwa 
menejemen selalu ingin memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada 
penumpang setianya.
7
 
Hal ini juga membuat perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam 
perawatan bus-bus tersebut karena semakin tua bus yang digunakan semakin 
besar biaya perawatan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan karna usia bus 
bisa dikategorikan bus capek semakin tua bus digunakan untuk beroperasi 
dijalanan juga akan mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna 
jasa transportasi PO Efisiensi. 
Dan tentu saja untuk menjaga image Efisiensi yang selalu melekat pada 
bus-bus baru yang mewah Efisiensi sendiri pada akhir tahun 2015 hingga 
pada 2019 ini memberikan kejutan dengan selalu meluncurkan armada 
terbarunya yang sering disebut Super High Deck yang terbilang efisien. 
PO Efisiensi ini selalu menggunakan mesin dari perusahaan Mercedes-
Benz dan Hino yang dimana merupakan pilihan hemat namun teruji. Fitur 
yang digunakan pada PO Efisiensi sendiri pun juga selalu update sesuai 
perkembangan pada dunia otomotif terutama pada dunia angkutan umum 
darat. Selain menggunkan body Super High Deck yang tinggi dengan bagasi 
luas, Bus ini juga memberikan pengalaman entertain yang baik bagi setiap 
penumpangnya dengan hadirnya entertainment on demand, berupa layar 
                                                            
7 Agus Supriyanto, Pengurus agen Po Efisiensi, Wawancara Pribadi 19 November 
2018, jam 12.30-14.00 WIB.  
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touchscreen disetiap bangkunya yang dapat diseet up sehingga bisa 
memberikan hiburan sesuai dengan keinginan penumpang. 
PO Efisiensi menetapkan jeda setiap keberangkatan bus saat operasional 
antara jarak bus satu dengan yang lain yaitu 30 menit. Pemberlakuan dengan 
jeda yang cukup lama dibandingkan dengan perusahaan otobus yang lain, 
bertujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian waktu sehingga 
dapat memperkirakan waktu tempuh dalam bepergian dan mengetauhi jam 
kapan bus – bus diberangkatkan sesuai tujuan masing-masing.8 
Pihak pengelola bus PO Efisiensi juga memliki aturan dalam merekrut 
baik pramugari/pramugara dan calon sopir, salah satunya berkenaan dengan 
kriteria usia maksimal 35 tahun. Hal ini juga berkaitan terhadap keamanan, 
keselamatan, dan kenyamanan penumpang, mengingat sopir mempunyai 
tanggung jawab penuh atas menjalakan bus juga salah satu faktor hak – hak 
konsumen sebagai jasa. Kesehatan, kesiapan, ketrampilan dan legalitas 
pengemudi juga jadi perhatian khusus bagi pengelola. 
Pihak Efisiensi juga menerapkan sistem rolling/pergantian tugas, baik 
pengemudi maupun pramugara/pramugari bus. Sistem yang digunakan pada 
rollingan ini setiap satu crew bus diperkenakan empat hari masuk kerja dan 
satu hari libur, dalam satu unit bus yang beroprasi. Bukan hanya para crew 
saja yang dirolling namun bus pun juga sama agar bus yang digunakan 
                                                            
8  Agus Supriyanto, Pengurus agen Po Efisiensi, Wawancara Pribadi, 19 November 
2018, jam 12.30-14.00 WIB 
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mendapatkan perawatan di pool untuk dicek kerusakan dan kelayakanan 
armada agar nyaman dan selamat saat digunakan dijalan. 
Para penumpang mayoritas adalah pekerja, perantau bahkan mahasiswa 
dan mahasiswi menjadi langganan setia Po Efisiensi. Jumlah penumpang 
yang menaiki bus efisiensi disesuakan jumlah kursi yang ada pada armada 
berkisar 43 bangku dengan konfigurasi 2-2, penumpang akan selalu 
memadati di hari raya ataupun weekend dimana bus yang beroperasi selalu 
penuh. Meskipun demikian ketika terjadi peningkatan jumlah penumpang 
seperti pada hari lebaran maka akan ditambah jumlah armada yang 
beroperasi dengan menggunkan armada devisi pariwisata Po Efisiensi atau 
dari perusahaan yang lain.
9
 
B. Sistem Penetapan Tarif PO Efisiensi 
Persoalan pelayanan yang ada pada angkutan umum darat berpenumpang 
diberbagai Kota di Indonesia adalah mutu dan keadaan pelayanan yang 
begitu belum memadai. Beberapa indikator umum kinerja pada angkutan 
umum darat penumpang adalah. 
Salah satu indikator kinerja angkutan umum darat ialah tarif. Tarif adalah 
biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum persatuan berat 
atau penumpang perkm. Dimana Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
telah menetapkan peraturan tentang penetapan tarif dasar atas dan tarif dasar 
                                                            
9 Bayu Wicaksono, Penumpang PO Efisiensi, Wawancara Pribadi, 19 November 2018, 
Jam 12.30 -14.00 WIB. 
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bawah transportasi angkutan penumpang yang tertera pada peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 dimana untuk wilayah I (Sumatra, 
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dikenakan tarif sebesar Rp. 119 per pnp/km 
dan wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan Pulau lainnya) dikenakan tarif 
sebesar Rp. 132 per pnp/km
10
 
Penetapan tarif sendiri dimaksudkan untuk mendorong terciptannya 
pengunaan sarana dan prasarana pada angkutan umum orang maupun barang 
secara optimal dengan mempertimbangkan lintas atau jarak yang dilalui 
angkutan tersebut. Guna melindungi konsumen, pemerintah menetapkan 
batas tarif maximum, dan bila dianggap perlu untuk menjaga persaingan 
sehat dalam bisnis transportasi darat, sementara itu pemerintah juga 
menetapkan tarif minimum sedemikian rupa sehingga masih memberi 
keuntungan yang wajar bagi pengelola usaha angkutan umum. 
Penetapan tarif dimaksudkan untuk mendorong terciptanya penggunaan 
sarana dan prasarana perangkutan secara optimum dengan 
mempertimbangkan lintas yang bersangkutan. Berdasarkan keputusan 
Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah 
                                                            
10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 53 Tahun 2006 Tentang Tarif Dasar Atas 
dan Bawah 
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Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, penentuan tarif angkutan umum 
ditentukan berdasarkan tingkat faktor muatan sebesar 70%.
11
 
 
1. Trayek PO Efisiensi, Jumlah Armada Beroperasi dan Tarif Harga 
Perpenumpang. 
Dari Cilacap – ke Yogyakarta, 17 unit perhari, Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Yogyakarta – Ke Cilacap, 17 unit perhari, Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Purwokerto – Ke Yogyakarta, 13 unit perhari, Rp. 70.000,00,-
/penumpang. 
Dari Yogyakarta – Ke Purwokerto, 15 unit perhari, Rp. 70.000,00,-
/penumpang. 
Dari Cilacap – Ke Semarang, 6 unit perhari, Rp. 110.000,00,-/penumpang. 
Dari Semarang – Ke Cilacap, 6 unit perhari, Rp. 110.000,00,-/penumpang. 
Dari Purbalingga – Ke Yogyakarta, 7 unit perhari Rp. 70.000,00,-
/penumpang. 
Dari Yogyakarta – Ke Purbalingga, 5 unit perhari Rp. 70.000,00,-
/penumpang.
12
 
 
                                                            
11 Putusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam 
Trayek Tetap dan Teratur, penentuan tarif angkutan umum ditentukan berdasarkan tingkat faktor 
muatan sebesar 70%. 
12 Agus Supriyanto, Pengurus Agen Po Efisiensi, Wawancara Pribadi, 19 November 
2018, Jam 12.30 -14.00 WIB. 
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2. Cara Pembelian Ticket PO Efisiensi 
Cara pembelian Bus Po Efisiensi ada dua cara, yakni dengan tunai dan 
ticket online: 
a. Pembayaran tunai dengan cara membayarkannya secara langsung 
pada agen bus yang telah tersedia dengan membayar langsung sesuai 
tarif tujuan yang akan dituju dan bisa memilih bangku arau tempat 
yang diinginkan selam persedian masih ada serta bisa memilih jam 
keberangkatan sesuai jadwal bus yang beroperasi. 
b.  Ticket online cara menggunakannya kita memesan dari aplikasi – 
aplikasi yang telah tersedia dimedia masa dengan pembayaran 
transfer atau non tunai, apa bila sudah terbayar lunas calon 
penumpang tinggal menunjukan bukti pembelian pada agen bus yang  
lalu akan segera ditukarkan dengan ticket bus sesuai pada jadwal dan 
pemesanan.
13
 
Penumpang yang sudah membeli ticket dengan biaya tujuan selama 
tidak menghilangkan bukti ticket dan tidak berganti dengan bus PO Efisiensi 
yang lain tidak akan dimintai uang pembayaran lagi. Penumpang yang akan 
menaiki bus PO Efisiensi bisa menunggu di agen resmi PO Efisiensi dan 
Terminal sesuai jalur pemberangkatan PO Efisiensi yang sesuai dengan 
trayek. Bus tidak akan sembarangan menaikkan penumpang dari sembarang 
                                                            
13 Agus Supriyanto, Pengurus agen Po Efisiensi, Wawancara Pribadi 19 November 2018, jam 
12.30-14.00 WIB 
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tempat atau menaikkan penumpang disaat bus sudah berjalan kecuali dari 
agen resmi yang sudah ditunjuk oleh perusahaan saja. 
Dan terjadinya sebuah akad dalam tranksaksi sewa menyewa jasa 
transportasi di PO Efisiensi ialah ketika penumpang membeli ticket atau 
menukarkan ticket online di agen bus atau dengan pramugara/pramugari 
yang bertugas, penumpang dianggap sudah menyetujui peraturan yang sudah 
diterapkan oleh PO.Efisiensi termasuk dalam penetapan sistem tarif jauh 
dekat sama. 
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BAB IV 
ANALISIS FIKIH MUAMALAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
TERHADAP SISTEM PENETAPAN TARIF ANGKUTAN DENGAN LAYANAN 
SATU TARIF JAUH DEKAT SAMA. 
 
A. Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Penetapan Tarif Angkutan 
dengan layanan Satu Tarif Jauh Dekat Sama. 
Akad pada transaksi sistem pembayaran angkutan dengan satu layanan 
satu tarif jauh dekat sama pada PO Efisiensi merupakan akad ijarah. Ijarah 
dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang 
telah terjadinya pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah 
ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari 
manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah 
adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Ijarah dalam perngertian ini bisa 
disamakan dengan upah-mengupah. 
Jika di lihat dari segi manfaatnya, maka akad ijarah pada tranksaksi ini 
memiliki manfaat yang jelas yakni pelayanan jasa transportasi armada bus jasa 
angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang dinamakan bus atau ngkutan 
masal umum. Secara akad juga bisa dikatakan sah, karena pihak PO Efisiensi 
sebelumnya sudah menginformasikan tarif melalui media masa, iklan dan tarif 
selalu ditempelkan pada setiap armada bus yang beroperasi. 
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Proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap: Pertama, dalam 
taraf al’ahdu yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan 
untuk menunaikannya. Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari 
pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons 
terhadap janji yang dilakukan pihak pertama. Ketiga, apabila kesepakatan itu 
direlasasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad. 
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berbentuk tertulis, yang 
dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak. 
Berdasarkan pembentukan akad diatas transaksi ijarah pada transportasi 
angkutan umum pada PO Efisiensi sudah bisa dikatakan sesuai, karena setiap 
penumpang yang ingin menggunakan jasa PO Efisiensi telah dianggap setuju 
dan sepakat yang sudah ditetapkan pada PO Efisiensi yang tertera pada tiket bus. 
Menurut kaidah diatas akad itu berasaskan kata sepakat diantara para 
pihak yang bersangkutan baik pengguna maupun pengelola jasa dan akibat 
hukumya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji yang 
sudah disepakati. Oleh karena itu, semua bentuk akad adalah dibolehkan dengan 
catatan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak menyalahi 
syara’. Dengan kaidah fikih itu mencerminkan asas tentang kebebasan 
berkontrak. Kata “sepakat” yang terjadi dalam transaksi ini ialah berdasarkan 
penumpang saat membeli tiket yang sudah dibayarkan sebelum menaiki armada 
bus tersebut sesuai tujuan. 
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Dalam tranksaksi sewa menyewa jasa ini telah memenuhi rukun dan 
syarat akad yakni, orang yang berakad (muajjir/pemberi sewa dan 
musta’jir/penyewa), disini para pihak yang berakad ialah para penumpang serta 
pihak PO Efisiensi selaku penyedia jasa. Sewa/imbalan yakni, sewa sebagai jasa 
transportasi dan imbalan sebagai ujroh/upah jasa senilai Rp. 70.000,00 dan Rp 
110.000,00 untuk trayek Cilacap – Semarang. 
Dari segi manfaat pada akad ijarah ini, maka pada traksaksi ini memiliki 
manfaat yang sangat jelas yakni pelayanan jasa transportasi armada bus jasa 
angkutan massal atau umum dengan tujuan sesuai trayek yang sudah sesuai tiket 
yang dibeli. Dalam hal ini setiap bus pada PO Efisiensi ini sudah ditempelkan 
atau sudah ada papan trayek tujuan dimana nantinya bus akan berjalan menuju 
tujuan yang sudah ditentukan penglola dan penumpang hanya bisa naik sesuai 
dengan ticket bus dan bangku yang sesuai di ticket bus yang berlaku pada saat 
itu juga. 
Jenis akad ijarah ini merupakan jenis akad yang bersifat manfaat, 
seumpamanya adalah seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian 
dan perhiasan. Apabila manfaat yang diperbolehkan syara’ untuk dipergunakan 
maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek dalam sewa-
menyewa. Ijarah yang disini bersifat jasa menyewakan transportasi 
umum/massal dalam sekali jalan yang sesuai dengan tujuan trayek PO Efisiensi 
tersebut. Jasa transportasi ini tidak bertentangan dengan syara dan tidak ada 
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pihak – pihak yang dirugikan dalam akad ini maka dari itulah jasa transportasi 
ini diperbolehkan. 
Analisis berdasar dalil-dalil yang bersangkutan ialah. 
 َّنِهْيَلَع اوُقِّ يَضُِتل َّنُىوُّراَضُت َلََو ْمُِكدْجُو ْنِم ْمُتْنَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُىوُنِكْسَأ  ۚ  ْنِإَو  َّنُك  ِتَلَُوأ 
  لَْحَ اوُقِفَْنَأف  َّنِهْيَلَع  ىَّتَّح  َنْعَضَي  َّنُهَلَْحَ  ۚ  ْنَِإف  َنْعَضَْرأ  ْمُكَل  َّنُىوُتآَف  َّنُىَروُجُأ   ۚ اوُرَِتَْأَو  ْي َب ْمُكَن 
  فوُرَْعبِ   ۚ  ْنِإَو  ُْتْرَساَع َت  ُعِضْر ُتَسَف  ُوَل ىَرْخُأ  ۚ  
Artinya:  
“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuan dan janganlah kamu menyusahakan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusahkan (anak – anakmu) untukmu maka berikanlah 
kepeda mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya,” (QS.Ath-Thalaq : 6).1 
Dalil diatas telah memenuhi pada tranksaksi ini yakni pemberian upah 
telah dilakukan oleh para penumpang PO Efisiensi dengan sesuai harga yang 
sudah ditentukan kemudian di tukar dengan tiket yang tertera tujuan yang akan 
dilalui PO Efisiensi dan juga sebagai bukti bahwa penumpang telah melakukan 
pembayaran sebelum menaiki armada bus tersebut. 
 ْسا ِتََبأ َاي َاُهُاَدْحِإ ْتَلَاق ُهْرِجْأَت  ۚ  َّنِإ  َرْ يَخ  ِنَم  َتْرَجْأَتْسا  ُّيِوَقْلا  ُيِمَْلْا  
                                                            
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya..., hl,. 559. 
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Artinya 
“Salah seorang dari wanita berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja 
kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang 
kuat dan dapat dipercaya, “ (QS. Al-Qashas ; 26)2 
 Dalil diatas telah memenuhi pada transaksi yakni para pekerja di Po 
Efisiensi ini ialah orang – orang yang terpilih sesuai standar perusahaan jasa 
transportasi yang diberlakukan Po Efisiensi yang telah melalui beberapa 
serangkaian test uji penerimaan pekerja dan ditempatkan sesuai pada bidangnya. 
“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 
keringat-keringat mereka”. (Hadist Riwayat Ibnu Majah) 
 Dalil diatas juga telah terpenuhi pada transaksi yakni para penumpang 
telah membayar sesuai harga yang sudah ditentukan oleh pihak Po Efisiensi 
sebelum menaiki aramada bus. Hal ini berarti telah membayar sesuai waktu, 
dalam transaksi kalimat “sebelum keringat – keringatnya” bisa diartikan 
sebelum habis masa pembayaran atau sebelum sampai tujuan yang dikehendaki 
penumpang dari Po Efisiensi. 
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang 
itu”. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). 
 Dalil diatas telah terpenuhu pada transaksi yakni sesuai maksud dari 
dalili-dalil sebelumnya, bahwasanya para penumpang telah memberikan upah 
sebagai tarif jasa transportasi yang ditumpanginya. 
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya,” 
(HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah) 
                                                            
2 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya..., hl,. 338. 
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 Dalil diatas terpenuhi pada transaksi yakni sama halnya dengan 
penentuan harga, dan PO Efisiensi telah menetapkan tarifnya sesuai dengan 
trayek yang sudah disetujui para penumpang sebelum naik armada bus. 
 
B. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Penentuan Tarif 
Angkutan dengan layanan Satu Tarif Jauh Dekat Sama. 
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya pada transaksi sistem 
pembayaran satu tarif jauh dekat sama yang diterapkan pada Po Efisiensi adalah 
jual beli atau sewa menyewa dimana dilakukan ketika calon penumpang 
membeli ticket dan sudah membayar penuh dimuka sebelum menaiki bus yang 
sesuai dengan tujuan yang dituju oleh calon penumpang sesuai dengan trayek 
bus yang beroperasi saat itu. 
Dalam perlindungan konsumen menurut UUPK No.08 Tahun 1999 
dalam transaksi ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-
masing diantaranya. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan. Hak konsumen ini sudah didapatkan oleh konsumen hal ini 
dibuktikan dengan dimana  dalam iklan baik dimedia masa ataupun yang tertera 
pada ticket bus yang berlaku dimana pihak Po Efisiensi selaku pengelola telah 
memberi informasi fasilitas apa saja yang akan didapatkan oleh calon 
penumpang yang ingin menaiki jasa transportasi Po Efisiensi tersebut sesuai 
kesepakatan. 
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Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa.
3
 Terkait hak ini sepenuhnya sudah terpenuhi 
menurut pengamatan peneliti dilapangan hak atas informasi ditemukan semua 
informasi sudah jelas dan sesuai namun ada unsur sedikit tidak keadilan dari 
pihak pengelola jasa yang mana fasilitas yang diberikan oleh pengelola tidak 
semua penumpang atau konsumen menikmati fasilitas yang ditawarkan dan tarif 
yang ditentukan serasa tidak adil karna baik jauh ataupun dekat tarif yang 
berlaku tetap sama. 
Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya 
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang 
mana ini sudah dilakukan oleh pihak pengguna jasa atau penumpang disaat 
sebelum menaiki armada bus disaat ingin membeli ticket bus tersebut baik 
secara online maupun langsung pada agen. 
Kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar atau sesuai tarif yang 
sudah ditentukan oleh pengelola PO Efisiensi selaku pelaku usaha juga memiliki 
hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha diantaranya adalah hak untuk menerima 
pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan hal ini sudah terpenuhi dimana pihak 
penjual telah menerima pembayaran dari pihak pembeli ticket atas jasa yang 
ditawarkan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola bus 
Po Efisiensi yang disepakati oleh konsumen. 
                                                            
3
Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 38.  
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Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian 
sengketa konsumen hal ini tidak terpenuhi justru sebaliknya ketika telah 
mendapati bahwa pihak konsumen dirugikan dan pihak konsumen telah 
membuka jalan negosisasi justru dari pihak pengelola menutup jalan untuk 
negosiasi terkait apa bila ada barang bawaan penumpang yang hilang atau rusak 
saat menaiki bus tersebut bukan tanggung jawab pengelola bus karena pengelola 
PO Efisiensi beranggapan barang bawaan penumpang adalah sepenuhnya 
tanggung jawab penumpang itu sendiri. 
Selain hak, pihak pelaku pengelola usaha juga memiliki beberapa 
kewajiban dalam melakukan transaksi ini diantaranya; beritikad baik dalam 
melakukan usahanya hal ini sedikit tidak terpenuhi karena disaat penumpang 
merasa dirugikan disaat barang bawaan yang dibawa hilang, rusak ataupun 
tertukar dengan barang milik orang lain pihak pengelola tidak mau tahu ataupun 
bertanggung jawab atas barang bawaan penumpang. 
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 
dan pemeliharaan.
4
 Dalam hal ini pemberian informasi yang jujur sepenuhnya 
sudah dilakukan oleh pihak pengelola PO Efisiensi yang dibuktikan  dengan 
keterangan yang sudah tertera pada ticket bus dan media masa/iklan dalam hal 
ini tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pihak pengelola kepada penumpang yang 
ingin menaiki jasa transportasi umum PO Efisiensi tersebut. 
                                                            
4 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 50.  
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Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa di 
perdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal 
ini sudah terpenuhi karena PO Efisiensi sendiri sangat menjaga kenyamanan dan 
keselamatan penumpang. Bahkan untuk aramada bus yang digunakan selalu 
minimal pemakainan 5 tahun yang dimana selalu ada peremajaan bus dimana 
bus yang sudah beroperasi selama 5 tahun lebih digantikan dengan armada yang 
baru dengan standar yang berlaku dan fasilitas lebih yang diberikan oleh PO 
Efisiensi adalah Rest Area,Shuftle menuju bandara secara gratis dan free air 
mineral dalam satu kali perjalanan. 
Kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
konsumen tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
5
 Dalam hal ini sudah 
terpenuhi karena apa bila armada bus yang akan digunakan mengalami 
kerusakan saat dijalan maupun mau berangkat PO Efisiensi selalu menggantikan 
aramada tersebut dengan armada yang lainnya. Apabila bus yang ditumpangi 
oleh konsumen apabila mengalami kecelakaan saat dijalan PO Efisiensi juga 
akan memberikan ganti rugi sesuai peraturan jasaraharja yang berlaku. 
Secara keseluruhan dalam transaksi ini sudah terpenuhi akan tetapi 
terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen belum sepenuhnya 
terpenuhi. Dalam hak konsumen untuk didengar terkait keluhan konsumen 
belum sepenuhnya terdengar oleh pengelola PO Efisiensi. Selain itu terkait hak 
                                                            
5 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), hlm, 51. 
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konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/penggantian, apabila 
barang dan atau/jasa yang diterima tidak sesuai yang ditawarkan oleh pengelola 
akan mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan atau peraturan yang berlaku. 
Selain hak konsumen tersebut dalam hal ini kewajiban pelaku usaha sudah 
semuanya terepnuhi hal ini dibuktikan dengan pelayanan dan aramada bus yang 
beroperasi selalu terbaik yang membuat banyaknya minat konsumen terhadap 
jasa transportasi yang ditawarkan oleh PO Efisiensi.  
Dalam Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen mengatur tentang hak dan konsumen. Pada pasal 4 huruf h 
menegaskan bahwa konsumen memiliki hak hak untuk mendapatkan kompesasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketika barang 
yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan maka hal itu akan sangat 
mengecewakan pihak pembeli yang nantinya menimbulkan rasa menyesal dan 
tidak rela yang tentunya demikian ini sangat merugikan pihak konsumen. Pasal 
4 huruf c` menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi 
yang benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan barang pengiriman yang cacat dan 
hilang. Konsumen yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan jasa 
yang ditawarkan dan yang sudah disepakati merasa dirugikan. Padahal pihak 
konsumen sudah memastikan jasa yang ditawarka oleh pengelola dan pihak 
pengelola telah memberikan jaminan kesesuaian jasa yang ditawarkan dengan 
apa yang sudah ditawarkan.  
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Namun dalam hal tarif jauh dekat sama yang ditentukan oleh Po Efisiensi 
sebenarnya tidak seimbang atau adil. Dikarenakan tidak semua penumpang 
menikmati fasilitas yang sudah diberikan oleh pengelola seperti shuftle atau jasa 
antar jemput gratis dari Terminal Giwangan menuju Bandara Adi Sucipto. Jika 
berdasarkan harga atau tarif tidak lah sesuai dengan jarak tempuh masing-
masing penumpang. Karna baik yang jauh dan yang dekat tarif harga yang 
disama ratakan.  
Namun hak-hak penumpang baik kenyamanan maupun keselamatan 
yang didapatkan sudah sesuai dengan fasilitas yang sudah ditawarkan oleh 
pengelola kepada penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa 
transportasi darat PO Efisiensi. Hanya saja dalam penyimpanan barang bawaan 
penumpang baik yang di dalam maupun berada di bagasi bus apabila ada 
kehilangan barang dan barang tertukar dengan penumpang yang lain itu bukan 
tanggung jawab pihak Po Efisiensi. 
Namun dalam hal ini sesuai yang telah disebutkan pada pasal 45 UU 
No.8 Tahun 1999 “Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan 
terjadi kembali atau tida akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh 
konsumen”6 
                                                            
6Ahmadi  Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2011),hlm. 232.  
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Dalam hal ini biasanya pihak penumpang yang kehilangan barang akan 
bernegosiasi dengan crew bis yang bertugas pada saat itu hanya sekedar 
membantu dalam mencari barang yang hilang/tertukar dengan penumpang yang 
lain, dengan melaporkan pada pihak berwajib bisa juga dengan dinas 
perhubungan yang berada di terminal yang dilalui dan juga berkordinasi dengan 
kantor agen – agen PO Efisiensi apabila nanti ada yang menemukan ataupun 
merasa tertukar dengan barang milik penumpang tersebut. 
Karena barang milik pribadi sudah menjadi tanggung jawab penuh 
penumpang apabila ada kehilangan atau tertukar dengan penumpang lain PO 
Efisiensi tidak akan mengganti rugi barang yang hilang maupun tertukar tersebut 
hanya saja membantu dalam proses pencarian barang tersebut.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada analisis diatas, maka untuk penelitian 
tinjaun fikih muamalah dan etika bisnis Islam terhadap sistem pembayaran 
angkutan satu tarif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan tarif pada istem PO Efisiensi berdasarkan biaya operasional 
kendaraan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 
Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis 
Penyelengaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan yang kemudian 
di ajukan kepada Bupati untuk dimintaakan persetujuan. Berdasarkan 
keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 
SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan 
Teratur, penentuan tarif angkutan umum ditentukan berdasarkan tingkat 
faktor muatan sebesar 70% 
2. Secara akad dalam Fikih Muamalah pemberlakuan sistem satu tarif pada 
akad ijarah diperbolehkan, karena ketika penumpang menaiki bus PO 
Efisiensi di anggap telah menyetujui ketentuan yang ada termasuk 
penetapan tarif. 
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Pemberlakuan sistem satu tarif menurut UUPK No.08 Tahun 
1999 dalam transaksi ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban 
masing-masing diantaranya. Hak Konsumen hak atas informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 
jasa. Kewajiban dalam melakukan transaksi ini diantaranya; beritikad 
baik dalam melakukan usahanya selalu memberikan informasi yang 
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
Menurut tiga kesimpulan diatas sistem dari pembayaran satu tarif atau 
yang disebut tarif jauh dekat sama yang ditetapkan pada PO Efisiensi 
telah sesuai berdasarkan akad Ijarah dalam Fikih Muamalah dan 
Perlindungan Konsumen. 
B. SARAN 
Diharapkan PO Efisiensi untuk mempertimbangkan sosial masyarakat 
dalam menentukan tarif jauh dekat sama tersebut, dikarenakan jarak tempuh 
yang akan dituju pada setiap penumpang berbeda – beda dan untuk fasilitas yang 
diberikan kepada konsumen atau penumpang tidak semua penumpang bisa 
merasakannya seperti salah satu fasilitas antar jemput gratis untuk penumpang 
dari agen Ambarketawang menuju Bandara Adi Sucipto Yogyakarta karena 
tidak semua penumpang menggunakan fasilitas tersebut hanya yang ingin 
bertujuan dipusat kota atau menuju bandara saja dengan menggunakan mobil Elf 
atau shuftle gratis khusus penumpang PO Efisiensi. 
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Lampiran 2 
 
Pedoman Wawancara Dengan Petugas Agen Po Efisiensi 
 
P & N Pertanyaan dan Penjelasan 
P Apa itu Po Efisiensi? 
N Po Efisiensi adalah nama salah satu perusahaan angkutan umum darat yang 
beroperasi di wilayah Jawa Tengah & Diy Yogyakarta yang berkantor pusat di 
kota Kebumen 
P Siapa yang mengelola Po Efisiensi? 
N Po Efisiensi sendiri digawangi oleh Bapak Teuku Eri Rubiansah yang merupakan 
alumni dari Ekonomi Manjemen UII ini berawal dari kisah Pak Eri yang 
meneruskan usaha keluarga yang sudah turun temurun. 
P Bagaimana profil Po Efisiensi? 
N Po. Efisiensi adalah perusahaan jasa transportasi darat yang berdiri pada awal 
mula tahun 1996, berkedudukan atau berkantor pusat di Kebumen Jawa Tengah. 
P Bagaimana sejarah Po Efisiensi? 
N Po Efisiensi bermula dari sebuah perusahaan transportasi Bus Pariwisata atau 
hanya melayani perjalanan wisata. Seiring dengan pengalaman, perkembangan 
dunia usaha dan ekonomi, pada tahun 2003 Po Efiseinsi mulai merambah kejasa 
layanan Bus Patas Executive berjadwal dengan trayek Yogyakarta - Cilacap PP. 
Dan pada tahun 2008 Po Efiseinsi membuka trayek baru dijalur Yogyakarta – 
Purwokerto PP. Seiring berjalannya waktu pelayanan Po Efisiensi banyak 
diminati konsumen pada tahun 2012. 
P Bagaimana sisitem penentuan tarif pada Po Efisiensi? 
N Biaya pokok BOK per km yang didapat dari perhitungan digunakan sebagai 
analisa perhitungan tarif dengan asumsi load factor 100%. Berdasarkan 
keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
SK.687/AJ.206/DRJD/2002. 
Penumpang yang ingin menaiki Po Efisiensi dianggap sudah menyetujui 
peraturan yang telah ditetapkan pihak Po Efisiensi termasuk penetapan satu tarif 
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jauh dekat sama. 
P Ada berapa trayek Po Efisiensi 
N Dari Cilacap – ke Yogyakarta, 17 unit perhari, Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Yogyakarta – Ke Cilacap, 17 unit perhari, Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Purwokerto – Ke Yogyakarta, 13 unit perhari, Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Yogyakarta – Ke Purwokerto, 15 unit perhari, Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Cilacap – Ke Semarang, 6 unit perhari, Rp. 110.000,00,-/penumpang. 
Dari Semarang – Ke Cilacap, 6 unit perhari, Rp. 110.000,00,-/penumpang. 
Dari Purbalingga – Ke Yogyakarta, 7 unit perhari Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
Dari Yogyakarta – Ke Purbalingga, 5 unit perhari Rp. 70.000,00,-/penumpang. 
 
 
Pedoman Wawancara Dengan Penumpang 
P & n Pertanyaan dan Penjelasan 
P Sejak kapan anda menaiki dan bagaimana pendapat anda tentang PO Efisiensi. 
N Sejak 2015 pendapat soal PO Efisiensi pelayanan sangat bagus dan nyaman 
armada bis yang digunakan juga bersih dan nyaman. 
P Berapa tarif ketika anda menaiki Po Efisiensi dan keberatan tidak dengan tarif 
yang diberlakukan oleh PO Efisiensi. 
N Tarif yang berlaku 70.000 ribu dengan trayek Yogya – Cilacap, tarif yang 
diterapkan sedikit memberatkan karna PO Efisiensi menetapkan jauh dekat sama 
tidak sebanding dengan jarak tempuh masing – masing penumpang dan fasilitas 
yang ditawarkan tidak semua penumpang menikmatnya seperti shuffte gratis yang 
ditawarkan oleh PO Efisiensi karna fasilitas tersebut hanya bisa dinikmati bagi 
yang mau ke Bandara Adi Sucipto dan Pusat Kota Yogyakarta. 
P Bagaimanakah pelayanan PO Efisiensi  kepada penumpang dan adakah saran bagi 
PO Efisiensi  
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N Untuk pelayanan PO Efisiensi sangat lah bagus karena degan pelayanan crew 
yang ramah dan armada bus yang digunakan selalu terbaru membuat penumpang 
sangat nyaman dan banyak diminati penumpang. Saran bagi PO Efisiensi untuk 
dikaji ulang soal tarif yang diberlakukan karena jarak masing – masing 
penumpang tidak lah sama dan fasilitas yang diberikan tidak semua penumpang 
menikmatinya. 
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Lampiran 3 
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